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NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUEI I1ZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Menimbang :

Mengingal

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGEKA RAYA,

bahwa izin tecmpat penjualan minuman  beralkohol
merupakan salah satu sumber pendapatan dasrab yang
penling guna membiaydl penvelenggaraan pemerintadhan
dacrah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakal;
bahwa penetapan retribust perizinan tempat penjualan
minuman beralkoehol, perlu dilakukan guna mengatur dan
mengawasl kegiatan penjualan minuman keras, melindungi
ketertiban dan kepentingan umum serla meningkatkan
Pendapatan Asl Daerah {PAD];

bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dgerah, Retnbust Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol merupakan jenis Retritnisi Perizinan Terientu
vang kewenangannya diserahkan  kepada  Pemerintah
Draerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn hurul a, hurul b dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Berallkohol.

Pasal 18 ayal (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
tndenesia Tabun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2753};

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Momor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimans telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomar 484 4);

Undang-Undang Nemeor 33  Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang KNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Rctribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
indenesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negars Repiiblik Indonesia Nomor 50449);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 {enlang Keschalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
2063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang
Pembentukan Peraturan Perundang-lindangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Pemt]ura_ti Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tala
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inscntif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NKegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2161);
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomaor :
43/M-DAG/PER/G/2009 lentang Ketentuan Pengadaan,
Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian
Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor -
53/M-DAG/PER/12/2010  tentang  Perubahan  Arfas
Paraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
43/M-DAG/PER/G /2009 tentang Kelentuan Pengadaan,
Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian
Minuman Beralkohol;

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pemhentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694,



12, Peraturan Dacralh Kota Palangka Raya Nomeor 08 Talhun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya {Lembaran
Paerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Keota Palangka Raya
Nomor G1);

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Palangka Raya [Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Palangka Raya Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGEKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGEKA RAYA TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN

BERALKOHOL.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

.

i

vk

Daerah Otonom, selanjutnva disebut daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan Pemerintzhan dan  kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
daiam sistern Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah adalah Kota Palangka Raya.

Pemerintah Daerah adalah Waliketa heserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walilcota adalah Walikota Palangks Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga Perwalilan Rakvat Daerzh sebagai unsur Penvelenggara
Pemerintahan Daerah.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
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Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kola Palanglka Raya.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palangka Raya.

Peijabat adalah pegawal yang diberl tugas di Bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yvang berlaku,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dan penghimpunan
data ohjek dan subjek retribusi, penentuan besarnya relribust yang
terntang sampal kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi scrta
pengawasar penyetorannya.

Minuman beralkohol adalah minuman vang mengandung ethanol yvang
diproscs dari bahan hasil perianian yang mengandung karbohidrat,
dengan cara fermentasi dan destelasi atau fermentasi tanpa destelasi, baik
dengan cara memberikan perlakuan  terlebih  dahulu  atsu  tidak,
menambahkan bahan lain atan tdak, meupun diproses dengan cara
mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran
minuman mengandung ethanol.

Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan vyang ditunjuk
importir minuman beralkohol dan mdustri minuman beralkchol untuk
menyalurkan minuman beralkohol asal import atau hasil produk dalam
negert.

Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk
menyalurkan minuman beralkohel di wilayah Kota Falangka Raya.

Toko bertanda khusus adalah tempat penjualan minuman beralkohol yung
tidak diminum ditcmpat.

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau
seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan,
makan dan minum serta jasa lainnya bag umum yang dikelola sceara
komersial.

Restoran adalah suatu tempat yang mendapat izin penuh untul menjual
makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih
scndin makanan yang mereka inginkan, apabila menvediakan minuman
heralkohol harus dilengkapi [asililas Bar.

Bar adalah setiap usaha komersial yang rusang lingkup kegiatannys
menjual berbagal jenis minuman terutama ‘alcohelic beverages' termasul
pula ‘mixed drink’ di tempat usahanya untuk parz tamunya dan
menyediakan fasilitas karaoke.

Pub adalah tempat hiburan umum yang mendapat 1zin menjual minuman
bir seria mimuman beralkohol lainnyva.

Klub Malam (Night Cluly) adalah suatu restoran yang pada umumnya mulai
dibuka menjelang larut malam, menvediakan makan malam bagi tamu-
tamu vang ingin santal dan menyediakan fasilitas karaocke, apalila
menyediakan minuman beralkohol harus dilengkapi fasilitas Bar.
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Cafe adalah suatu restoran kecil yarng mengutamakan penjualan cake
(kue-kue}, snack, sandwich {roti isi), kop1 dan teh,apabila menyediakan
minuman beralkohaol harus dilenglap fasilitas Bar.

Diskotik (Discotheque) adalah suailu resioran vang pada prinsipnya berarti
juga tempat dance sambil memkmati alunan musik. Kadang-kadang juga
menikmati Jive band. Bar adalah salah satu fasilitas mtama untuk sebuah
diskotik. Hidangan wvang lersedia umumnya berupa snack, apabila
menyediakan minumat beralkohol harue dilengkapi fasilitas Bar,

Karaoke adalah jenis hiburan yang menvanyikan lagu-lagu dengan diiringi
musik yang tclah dirckam leriebih dahulu.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut
Peraluran Perundang-Undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi  termasuk pungutan atau  pemotong  retribusi
Lertenn.

Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib
retribust untuk memaniasikan pemberian izin tempat penjualan minuman
beralkohol dari Pernerintah Dacral.

Sural Keletapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan
SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi vang menentukan besarnyva pokok
retribus.

Sural Tagihan Reinibusi Daesrah yang selanjutnya disingkat 3TRL} adalah
Sural unluk melakukan lagihean retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga atan bunga denda.

Surat Setaran Retribusi Daerah vang selanjutnva dapat disingkat SSRD
adalah surat yang olch wajib retribusi yang digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atan
ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan cleh Kepala Dacrah.
Pernerikenan adalah serangkaian kegiatan untulk mencari, mengumpulkan,
mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk mengnjl kepatuhan
permnenuhan kewajiban perpgjakan daerah dan retribusi dan unrak tujuan
lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan-
undangan Perpajaken Daerah dan Retribusi.

Pengawasan adalah serangkaian kepiatan untul mengamati, melihat dan
melakukan lindakan baik langsung maupun tdak langsung uniuk
mengatasi dampak dari peredaran minuman beralkchol dalam wilayah
Kota Palangka Raya.

Pengendalian adalah merupakan bentuk pengawasan langsung oleh
Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengendalikan percdaran
minuman beralkchol.

Stiker Minwman Beralkohol adalah Stiker yvang diterbitkan oleh Pemcrintah
Kota Palangka Raya dalam rangks pengawssan dan  pengendalian
peredaran minuman beralkchol.



BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi [zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut
retribusi scbagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman
beralkohol di Kota Palangka Rava.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah setiap
pemberian jzin untuk melakulkan penjualan di suatu tempat tertentu di
wilayah Kola Palangka Raya
(2} Adapun tempal terleniu seperll dimaksud pada ayat (1) adalah -
a. Hotel Berbintang 3, 4,dan 5;
b. Restoran:
c. Bar;
d. Cafe;
e. Pub:
f. Karaoke;
g Klub Malam;
h. Thskotik;
1. Tempat Lolzalisasi; dan
j. Toko dengan tanda khusus.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atan badan yang mempercleh izin
termnpal penjualan minuman beralkehol dari pemerintah dacrah.

BAB I
GOLONGAN RETRTBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minmuman Beralkoho! digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertents.

BAB TV
CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwens penerbitan izin serta
sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan
monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daergh,



BAB VYV
SYARAT-SYAEREAT [ZIN TEMPAT
FENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 7

{1) Syarat-gyarat admhnnisitrasi untuk mempercleh Izin Tempat Pernjualan
Minuman Beralkoho! bagi permohonan baru adalab

{2)

(3)

.

o ac g

o

i-

Surat permohonan Izin Tempal Penjualan Minuman Beralkohol
bermatcrai Rp. 6£.000,-;

Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KT} penanggungjawab perusazhaan;
Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPY,

Photocopy Surat Izin Tempat Usaha {810,

Photocopy Surat Izin Usabha Perdagangan {(SIUP) dan Tanda Daftar
Parusahaan [TDP);

Photocopy Akta Pendinan Perusahaan bagl yang berbadan Hukurm,;
Daftar minuman yang dijual dengan kadar alkoho!l yang dikandung
masing-masing;

Rekomendasi dardi :

1. Kepolisian sektor setempal bagli Distributor dan Suly Disinbutor;

2. Lurah setempat di ketahui eleh Camat;

3. Sub Distributor setempat.

Izin Teknis (HO), kecuali tempat penjualan mimuman beralkohol tidak

diminum ditempat dan lokalisasi PSK tidak dipertukan HO;
CGambar lokas: tempat penjualan minuman beralkohol.

Syarat-syarat administrasi untuk pcrpanjangan Izin Tempat Penjuaian
Minuman Beralkehol adalah :

a. Mengsi Formulir permohonan;

L. Melampirkan Surat lzin Tempat Penjuailan Minuman Beralkohel yvang

Asll, Photocopy KTP dan Photocopy 1#in hiburan untuk cale, diskotik dan
lain-lain selain lokalisasl PSK scrta rcekomcendasi dart Sub Distributor
setermnpat.

Khusus untuk golongan C diedarkan bagi Hotel Berbintang; dan Diskotik
yang telah mendapat persetujnan dari Walikota dan rekomendasi dari
Kepolisian setempat,

BAB Vi
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA [ZIN
Pasal 8

lzin berlaku untuk jangka waktu 1 [san) tahun,

Fasal ©

Masa berakhimya izih tempat penjualan minuman berallkohol adalah izin
dicabut karena pemegang izin terlambat memperpanjang izin selama 1 (satu)
bulan dan/atau tidak memenuhi kewajibannva karena melanggar ketentuan
dalarn iz vung diberikan.



BAB VII
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Paszal 10
1) Golongan A yvallu minuman beraikehol dengan kadar ethanol (C2ZHS0OH) 1%
|sati persen) sampal dengan 5% (lia perscn).
(2} Golongan B yaitu minuman beralkohol, dengan kadar ethanol (C2HEOH)
diatas 5% (lima Persen) sampal dengan 20% (dua puluh persen).
(3) Golongan C vaitu minuman beralkohol dengan kadar ethancl (C2HOH)
diatas 20% {dua puluh persen} sampai dengan 55% (lima puluh lLima
persen),

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSL
Paszal 11
(1} Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi izin tempat
penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atan seluruh biaya penyclenggaraan pemberian izin yang
bersangkuiat.
{2} Biaya penyelenggaraan 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mecliput
biaya :

a. penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan di lapangan untuk
menanggulangi dampak negatif dari pemberi izin, penegakan hukum
atas usaha penjualan minuman beralkehol,

b. penatausabaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan
minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan
ketertiban umurm,

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12
(1} Struktur tarnf digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan
golongan minuman beralkohel.



(2)

Struktur dan besarnya laril Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
adalah :
T (Tolongan

I 5 Tempat o B AR ARG

L. tlﬂtcl Berfrtibang 3, 4alend; M 10000.000,-  [REp J0.0000000,-  Hp, 25.000.,000-  Rp 30000000, -

A, Kestoran; Fir. S.OEKLOM]- Hpe 906G 0H0-  [Bpo T2O00000,-  kepe 20.00640.000,-

"% Bar; Rp. 7.000.000.. Ry 8000000, [Rp. 10.000.000,  [Rp. 20.000,000,

. Calk. Rp. 7.000.000,- i p. T.000.000- [Rp. t0000.000-  [Rp. 180000600,

. [Pl [y, 7 AO00 00 - C RGN ,-  Hp 1000 000 - Hp. 20,0000 -

fr. [Fensoke; Rp. 7.000.000, - . B.000.00t,- . 10.000.000,-  Rp. 20.000.000 -

7. Jtut Matam: IR,p 70U, - 0, &.000G00,- E 10.000.000,-  [Fp. 20,000,000,

8. Drsleotilis Kp. 7.000000- [Rp S000.000,-  [Rp 10000000, Kp. 20.000.000-

9. Fempel Lokalisasi, [R:- OO 000G - Ep. 7.000.000 [Rp. 10.000.000,- Rp. 18.000.000,-
'IG.'-'G].{C.L.Fieng_an tanda khuf.u.ﬂ.. 'li{rl-. ICI.GU'L'I.'DGU.. 1. 15.@;1:(_;_..{1{.1{1.,-__ .:lH.p. '.TL{!I.ULFJ.HGU;ED- EARNVATAX NS N |

Fasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayzh daerah di mana izin dikeluarkan.

(1)
{2)
£3)

1)

(2)

BAB X
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14
Tarif Reiribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembal
paling lama 3 {tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Perubahan  tarif Retribusi sebagai tndak lenjut peninjauan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayal (2} ditclapkan dengan Peraluran
Walikota.

BAE Xl
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagan Kesatu
Pengawasan

Pasal 15
Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran miouman beralkohol
dilaksanakan oleh tim terpadu antara Pemerintah Kota Palangka Raya
dengan Kepeolisian dan Ingtanst terkait lainnya.
Pengawasan dan tindakan penceguahan dapat juga dilakukan oleh vnsur
masyarakat dan dilaporkan kepada apatat yang berwenang,
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Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 16
Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengendalian peredaran
minuman beralkohol Tim Terpadu melalukan peninjauan dan evaluasi
kelayakan secara berkala terhadap Lempat-tempal penjualan minuman
beralkohel.

Bagian Ketiga
Stiker Pengawasan dan Pengendalian
Peredaran Minuman Beralkohol
Pasal 17
Stiker pengawasan  dan  pengendalian  peredaran  minuman  beralkohol
digolongkan berdasarkan kadar alkohol [ecthanol} schap jenis mmuman
beraikchol, baik yang diproduksi di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Pasal 18
Dalam rangka pengawasan dan pengendahan peredaran minuman beralkchol,
setiap botolf kaleng minurnan beralkohol vang akan dicdarkan olch Dastributor
dan Sub Disributor ke pengecer harus melalul sisten pengawasan dan
pengendatian peredaran minuman beratkohol beruipa penempelan stiker pada
kemasan botol/kaleng minuman beralkohol.

Ragian Keempat
Malcsud dan Tujuan
Pasal 19
[l) Pengawasan dan pengendalian peredaran minwman  beralkohol
dimalsudkan agar dapat diketahui secara pastl baik terhadap jenis dan
golongannya, maupun jumlah minuman beralkohol yang beredar dalam

wilayah Kota Palanglka Raya.
(2) Pengawasan dan pengendalian peredaran mimaman beralkchol bertujuan

untuk mengendalikan jumlah minuman beralkohol yang disalurkan ke
Kota Palangka Raya agar tidak berlebihan, sehingga dapat meminimalisir
pengaruill negatifnya terhadap masyarakat,

Bagian Kelima
Bentuk, Ukuran, Tulisan, dan Warna Siiker
Pasal 20
{1) Bentuk dan ukuran stiker pengawasan dan pengendalian peredaran
minuman beralkohol adalah persegi panjang dengan ukuran : lebar 2 cm
dan panjang 6 cm dan terbuat dari kertas stiker.



{2}

(3)

(4)

(1}

(2]

(3}

(1)

(2)

{3}

(4)
(3]

(6]
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Tulisan pada stiker pengawasan dan pengendalian peredaran mirman
beralkohol memual Himbauan Pemerintah Kola Palangks Raya “meminom
minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan
fungsi hali dan paru-pari”™.

Golongan Warna stiker Golongan A Kuning, Golongan B Hijau, Golongan C
produksi dalam negenl maupun luar negerl berwarna bira.

Bentuk, ukuran, tlisan dan warna stiker lebih lanjuat diatur dalam
Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Tata Cara Permintaan dan Pemasangan Stiker
Pasal 21
Setiap permintaan Stiker Pengawasan dan Pengendalian Peredaran
mimaman beralkohoel oleh distributor dan/atau sub distributer, diwajibkan
memuat surat permohonan kepada Walikota Palangka Raya Cg. Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Rava dengan
melampirkan Deliveri Order (0] /Fakior Pembelian.
Permintaan Stiker sebagaimana pada ayat (1), disesuatkan dengan
kebutuhan uniuk 1 [satz) tahun.
Pemasangan/penempelan Stiker Pengawasan dan Pengendalian minuman
beralkohol harus dipasang melingkar dan melekal pada setiap Kemasan
botolf kaleng,

Bagian Ketujuh
Larangarn, Kewajiban, Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 22

Setiap kemasan {botol/kaleng) minuman beralkohol yang masuk dalam
Wilayah Kota Palengka Raya melahui distributor dan sub distributor untulk
diedarkan dan/atau dijual, wajib dipasang stiker pengawasan dan
pengendalisn peredaran minuman beralkoehiol.
Stker Pcongawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
hanya digunakan l(satu) kali dan oleh karenanya stiker {ersebut harus
diberi perekat kuat sehingga tidak mudah lepas.
Jika terdapal kemasan minuman beralkohol vang tidak menggunakan
Stiker Pcngawasan dan Pengendalian Mmuman Beralkohol di Kota
Palangka Kava, maka dlanggap scbagai pelanggaran.
Selap Distributor dan Sub Distributor serta pengecer wajlb mcmchhara
dan menjaga leetertiban, keamanan serta batas waktu penjualan.
Untuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol
dalam wilayah Kola Palangka Raya akan dibentuk Tim dan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota Palanglka Rava.
Pendanaan pembuatan stiker sebagaimana dimaksud pada pasal 17

'] 1 " kT2 r= T I . ra b I | . o T
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(7) Dalam rangka pengendalian peredaran minumsn beralkohol Pemerintah
Kola Palangka Raya perlu melakuksan pembatasan pemberian Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol vang akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGBURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 23
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungul dengan menggunakan SKRD alau dokumen lain yang
dipersatnakan,
3y Ketentuan leblh lanjul tentang tatla cara permungutan diatur dalam
Peraniran Walikota.

Pasal 24
Pembayaran relribusi dibayar sekaligns sebelum izin penjualan minuman
beralkohol dikclnarkan.

Pasal 25

{1} Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24
diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

{2} Bentuk, ist, kualitas, ukuran buku dan tanda bulkti pembayaran serta fata
cara dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

{4) Bemua hasil pungutan scbagaimana dimaksud dalam pasal 23 disclor ke
Kas Daerah secara brute dan diadministrasikan sesuai Pedoman Tata
Administrasi Pendapatan Daerah yang herlakii.

BAE XIJ]
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 26
(1) SKRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 Peraturan Dacrah ini
dicatat dalam bulau.
(2) SKRD untuk masing-masing wajib retribusl dicatat sesuai NFWFPD.
{(3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan nomor berkas secara hukum.
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Pasal 27
{1) Besarnya penetapan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis
retribusi.
(2] Bultu jenis retribusi sebapaimana dimaksud pada ayat {1) dibuat daftar
penerimaan dan tunggakan retribusi.
{(3) Berdasarkan daftar ponerimaan schagaimana dimaksud pada avat {(2)
dibuat laporan realisasi penerimaan tunegakan retribusi.

BAB X1V
LARANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 28
(1) Dilarang meminum minuman beralkotiol dan  menjual  minuman
beralkohol ;

a. disembarang lempat kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan dan
diijinkan oleh walikota/Pejahat yang ditunjui.

. secara berlebthan dan menganggu ketertiban umun, sekalipun
dilempat-lempat  yang telah  ditetapkan dan  dijinkan oleh
Walikota /Pejabat yang ditunjuk;

d. Kepada pelajar atau berusia dibawah 17 tahun yvang dibuktikan dengan
menunjuldkan kartu identitas dirs; dan

c. Tidak memilik: stiker pada kemasan {botol/kaleng}.

(2) Adapun tempai yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah :

a. warung/kios, gelanggang olah rags, gelanggang remaja, kantin, rumah
billyard, panti pijat, terminal, kios-kies kecil, tempat kost dan bumi
perkemalian;

b. berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit,
pemukiman dan tempat {ertentu lainnya yang ditetapkan oleh
Walilcota.

Pasal 29
{1] Pemegang lzin Sub Distributor Minuman Beralkoho! di Kota Palangka Raya
wajib menyampaikan laporan penyaluran minuman di Kota Palangka Raya
seliap bulan kepada Walikota Palangka Raya melalui Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya.
(2) Permncgang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol [pengecer] wajib
membuat dan menyampaikan laporan triwulan kepada Walikota Palangka

Raya melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdapangan dan Koperasi Kois
Palangks Raya.

{3) Laporan Penyaluran Mmuman Beralkchol Distributer wajib disampaikan
paling lambat tanggal 05 bulan berikuinya dan laporan Penyaluran Izin
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ldak diminum ditempat wajib
disampaikan taneeal 05 bulan pertamsa trivulan bernkutova.
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Pagal 30
Wakt buka dan tutup rempat penjualan minuman beralkohol baik diminum

diternpat maupun tidak minmwmn ditempat diatur melalul PeraturanWalikota
Palangka Rava.

Pasal 31
Dilarang melakukan aktvitas penjualan minuman beralkohol bag orang
perorang atau perusahaan yang memiliki badan hukum yang tidak memiliki
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan dapat dituntut serta
dipidanakan sesuai dengan aturan dan kctentuan vang berlakna.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32

(1} Dalam hal waiib retribusi tidak membayar lepal wakiu alau mermbayar
kurang, dikenakan sankst administrasi berupa bunga sebesar 2% [dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
tagih depgan menggunakan STRD,

(2} Pelaktu usaha vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuid dalam
pasal 27 dan pasal 29 atau ketentnan lainnya dalam Peraturan Daerah ini
dikenakan sanksi administrasi berupa ;

a. Pencabutan surat izin penjualan minuman beralkohol oleh Pejabat
Penerbit [zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
b. Pencabutan izin lainnya oleh pejabal berwenang.

(3) Dalam hal pelaku ussha dikenakan sanksi administrasl sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Walikota Palangka Raya memerintahlkan
Instansi/Pcjabat berwcnang untuk melaloakan proses pencabuatan
peTiZinar.

{4) Pencabutan [zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana
dimaksnd pada ayat (2) huruf (a) dilakukan setelah diberikan peringatan
tertulis sebanvak 3 {tiga) kali, dengan tegang wakitu 7 {tujuh) harn kalender.

BAB XV1
PENAGIHAN
Pasal 33
1} Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atan kurang membavar Retribusi
yvang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Walikota
atau Pejabai yang dilunjuk dapal melaksanalkan penagihan atas Retribusi
yvang terutang tersebut dengan mcenggunakan STRD atau surat lain yang
sejenis.



(2]

{3}

(1)

{2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

1>

Penagihan Retribusi ferutang sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
didahuhii dengan Surat Teguran.

STRD atauw Surat lain yang scicnis sebagal awal Undakan pelaksanaan
penagihan Relribusi dikeluarkan segera setelah 7 [tujuh} han sejak jatuh
tempo.

Dalaim waktu 7 (tuuh] hari setelah STRD atau swat lain vang
sejenis, Wajib Retribasi harus melunasi Retribus yang terutang,

Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengarn
Peraluran Walikota.

BAB XV1I
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pusal 34 .
Hak uniuk meclakukan poenagihan Retribusi memadi kedaluwarsa seiclah
melampaw waktu 3 (tiga]l tahun brhitung scjak saal terutangnya
Retribusi, kecuaii jika wajib melakuikan tindak pidana di bidang Retribus..
Kedaluwarsa penagihan retritnisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
icrtangguh jika:
a. Diterbitkan Surat Teguran,atau;
b. Ada pengalaian Utang Retribusi dari Wajib Retribusi.
Dalam hal diterbilkan Surat Tepuran sebagaimana dimaksud pada ayvat {Z)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Sural
Teguran tersebut.
Pengakian Urang Retribusi sceara langsung sebagsimana dimaksud pada
avat (2} huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menvatakan
masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huraf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran alau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Waghb
Retribusi.

Pasal 35
Piutang Relribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakiakan penagthan sudah kedaluwarsa dapat dibapuskean,
Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diabar dengan
Peraturan Walikota.
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BAB XVII
INGENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36
Instansi yang mclaksanakan pemungutan Retribusi dapat diber insentifl
atas dasar pericapaisn Kinerja tertentul.
Pembcerian inscntif scbagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dan pemaniaatan insenfif sebagaimana dimaksud
pada gyat (1) diatur lekih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan vang
berlaku.

BAB XTX
KEBERATAN

Pasal 27
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan kebcratan hanva kepada
Walikota atau Pejabat vang ditunjfuk atas SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan,
Keberatan diajukan sccara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
dizertal alasan-alasan vang jelas.
Keberatan harus digjukan dalam jangka walctu paling lama 3 (tiga)] bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat
menunjulkan bahwa jangkas waktu itm, tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaanya.
Keadaan di luar kckuasaannya schagaimana dimaksud peda avat (3]
adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib
Rerribusi.
Pengajuan kcberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribus.

Pasal 38
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 [enamj buldan sejak tanggsl
sural. keberaian diterima haris memberi keputusan atas keberatan yang
digjukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus dibern Kepulusan oleh Walikota,
Keputusan Walikola atas keberalan dapat berupa mcenerima seluruhnya
atau sebagian, menoclak, atau menambah besarnya Retribusi yang
teruiang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksiid pada ayat (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suana Keputusan, keberatan wyang dizjukan
terscbut diangeap dikabulkan.
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Pasal 39
Jika pengajuan  dikabulkan sebagian  atau  seluruhnya,  kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan duambah umbalan bunga
schesar 2% {dua persen}sebulan unituk paling lama 12 (dua belas) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihilung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XX
PENGEMBAILIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40
Atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat mengajukan permmohonan
pengembalian kepada Walikota.
Walikota dalam jangka wakwmu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
schagaimana dimaksud pade ayat (1}, harus membert Keputusan,
Apabila jangka wakilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
melampati dan Walikota tidak memberikan siatu Keputusan, permehonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyal utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribuszi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melanasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagatmana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan
sejak diterbilkannyva SKRDLB,
Jika Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakutkan setelah
lewat 2 {dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) scbulan atas keterlambatan pembavaran kelebihan pembavaran
Retribusi.
Tata cura pengembalian kelebihan pembavaran Retribusi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB ¥XI
KETENTUAR PENYIDIKAN
FPasal 41
Dalam hal data dan/atau laporan yvang disampaikan kepada Walikota
ternvata tidak benar, pelaku usaha dikenakan sanksi administrasi berupa
pencabutan lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
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(2) Selain pejabar penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana
penvidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
daerah ini dapal dilakukan juga oleh penyidik Pegawail Negeri sipi di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetaplan sesusad
dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

{3} Dalarm melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimalksud
ayat (1) Pasatl 1 berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang mengenal adanva
tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Dagrah;

b, melakukan tindakan periama dan pemneriksaan di lemnpei kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tergangks;

d. melakukan penyitaan benda atay surat;

mengambil sidik jari dan memotret sessorang;

memanggil orang ahli didengar dan diperiksa sebagai 1ersangka alau

saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalarn hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan  sclanjutinya  melalul  penwidik
memberitshukan hal tersebut kepada penunmit umum, tersangka atau
keluarganya; dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukuam yvang dapat dipertanggung
Jjawabkan.

{4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyvidikan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
hukum Acara Pidana yang beriaku.

= A

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Necagara/Dacrah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 {tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3
{tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2} Tindak pidana sebagaunana dimaksud pada ayat {1) adalah pelanggaran.
{2) Denda sebagaimana dimalksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan
Negara.
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BAR XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Feraturan Daerah Nomor Q08 Tahun
2012 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Berallzohol (Lembaran
Dacrah Kota Palangka Rava Tahun 2012 Nomor 08), dicabut dan dinvatakan
tidak berlalon.

Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.

Agar sellap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Draerah iIm dengan perempatannva dalam Lembaran Dacrah Kota Palangka
Faya.

Ditetapkan di Palangka Raya
ada tanggal 22 Cu1i 2013

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal -2 ;g 204

Fli. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

IKH“(I;UDIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR 17
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1z TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mala
penyelenggaraan pemerintahan daerzh dilakukan dengan memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan
kewnjiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintalian negara.

Balsh satu faktor pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
fdalam hal pembiayaan adalah retribusi daerah yang juga merupakan salah
satu sumber pendapatan asli daerah. Retribusi juga sebagal perwujudan
tindak lanjut darl Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 teniang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelavanan kepada masyarakat dan
kemandinan daerah, perlu dilakukan perluasan objek reiribusi dacrah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif dan kebijakan retribusi daerah
dilaksanakan bcrdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
peran serta masyarakat dan aluntabilitas dengan memperhalikan polens;
daerah.

1II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Culnup jelas

Pasal 2

© Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) hnrut |
Tanda khusus dimaksud adalah tanda yang diberikan oleh Distributor
Minuman Beralkohol.

Pasal 4
Cukup jelas



Pagal 5

Culaup jelas
Pasal &

Cukup jelas
Pasal ¥

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jclas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jclas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jclas
Pasal 14

Culkun jclas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jclas

Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Culup jelas
Pasal 20

Cukup jclas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jclas
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Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pagal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukuop jelas
Pasal 25

Cukup jeias
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Culkup jelas
Pasal 33

Cukup jclas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 35

Culeup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pazal 40

Cukup jelas
Pazal 41

Cukup jelas
Pasal 43

Culaap jelas
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Pasal 43
Ctﬂ;‘%fp. jelas

Pagyk 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013
NOMOR ¢



